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PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ,
BUPATI BEKASI, .y

-

a. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 18 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana
Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan
bahwa dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan
pendanaan kegiatan pemilihan dalam APBD atau telah
menganggarkan dalam APBD tetapi belum sesuai dengan
standar kebutuhan, Pemerintah Daerah menganggarkan
pendanaan kegiatan pemilihan mendahului  penetapan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

. bahwa sehubungan dengan penganggaran pendanaan kegiatan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam APBD Kabupaten
Bekasi Tahun Anggaran 2016 telum sesuai dengan kebutuhan,
maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap
pendanaan kegiatan pemilihan terseout;

. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b diatas, maka Perubahan Kedua Peraturan
Bupati Bckasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 terscbut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan
Bupati.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daereh Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Pahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);
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Undong-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Fenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kelus! dan Nepotisme (Lembaren Nezara Republik Indonesia
Talun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851); "

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Nepara {(Lembaran Nezara Republik Indonesia Tahun 2003
MNomor 47, Tembahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 4285);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Parora (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
ivcrror 5, Tambahan Lembaran Nepera Republik Indonesia
Nomor 4355},

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
MNegara Republik Indeonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemeoer 4400);

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Drerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
viomor 244, ‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomonar 5387) sebagaimana telah dinbah  dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tenitang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
egoca Reputlik Infionesia Nomor 5589);

woploloan Keuangon  Daerah (Lembaran Negara Republik
pilaesin Tohan 2005 Nomer 140, Tambahan Lembaran
(7rera Fepublik Indanesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
1

. Feveturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang

Pedloman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
AtaL Peratiwion Moenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentong Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pueraturan Menteri Dilam Negeri Nomer 44 Tahun 2015 tentang
venizelolonn Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubornur, Dupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Wellota sehagaimann telah diubah dengan Peraturan Menteri
Izlam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015
2ivielolnan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Cieornur, Hupati don Wakil Bupati, sert2 Walikota dan Wakil
VW lt'ote sebapaimana telah diubah dengan;

P

Jeraturan Menteri Datam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
p

‘.:.Zv:na:': -f-‘c::yust:n:::w. Angmaran Pendapatan dan Belanja
Dnoroh Tahan Angearon 2016;

ernturen [Dasrah Hebupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007

tentung Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daereh Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana
telahh diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Paz‘rah Kabupaten Bekasi Normor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-
sl Penpelolaan Keuangan Dasrahy  (Lembaran Daerah
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12.Feraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014
teniang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
E2inst {Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014
Moror 8);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2015
tenizng Anggaran Pendapatan dan Beclanja Daerah Tahun

Aurraran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Eckasi
Tahun 2015 Nomor 8);

M.Peraturan Hupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang
iornyrbaran Anggerzn Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anyzaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016
Homor 1) sebagaimana telah diubzh dengan Peraturan Bupati
Flekrei Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Penjrbaran Anggaron Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anvreran 2016 (Berita Daerzh Kabupaten Bekasi Tahun 2016
Nomor 11).

LIELIUCUSKAN

Menetapkon 1 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DA RELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pazall
Beberapa ketentuan dalom Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Penizwbaren APBD Tolun Anpparan 2016 (Beritw Daerah Kabupaten Bekasi
Tohian 2000 Momer 1) Clubah sebagal heriiqut
A. letentunn Pasal 1 Anggaran Pendapaton dan Eelanja Daor.n Kebupaten Bekasi
Tohun Anggaran 2016 ssjumlah Rp 5.156.528.883.424,00, diukah sehingga
harus dil:aca sebaynl berilout

Juzal 1

faggaren Pendapaten don Belanja Dasrah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran
Lo cofumlal 5L 10.500.794.596,50 dengan rincian sebegai berikut

L. Pendepatan Deocrah Rp 4,528.228.402.199,00
2. Belonia Doeroh Rp. 5.56.500.799.596,00
Surplus/{Defisit) Rp. (1.018.272.397.397,00)

3. Perabtiayaan Deerah :
a. enerimenn Rn, 1.018.272.397.297,00
b, Tongeluarnn Rp. -

Pesubiayann Netto Rp. 1.018.272.397.397,00

Sisa Lebih Pembinvaan Angparan tahun
Serkenann Rp. -

B. Fetenturn Lamphien I, Larpiran U, dan Lampiran il diubah schingga harus
dibacw enlageimon: tercintiun dalan Lampiren Feraturan Bupati ini.

(-)
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C. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2016, sepanjang
tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II
Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 20 April 2016
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